BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TAPANULI TENGAH,

 bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggung jawaban Peclaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 402);

1.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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19

20.

21.

29,

23,

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriltah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007,
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pelaturan Daerah
teNtaNg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007, tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013,
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6
Tahun 2019 tentang Angga'an Pendapatal dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah :

Jumlah Pendapatan...........ccoceevnenn

1) Pendapatan Pajak Daerah ..........coccooevvvvvvieninn, Rp. 18.988.067.250,00
2} Hasil Retribusi Daerall ... oo R 1.609.791.600,00
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisaliftan siaaanmsmmannsmasiasse Ry 9.475.069.950,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .... Rp.  57.396.388.832,21
Jumlah Pendapatan Asli Daerah ........... Rp. 87.469.317.632,21
. Pendapatan Transfer :
1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak......... Rp. 16.715.367.414,00
2) Dana Alokasi UmUm ...........ccccecrrrinesserennnnnns. Rp. 609.816.945.000,00
3) Dana Alokasi Khusus .........c.ccccocevveavineiinninen. Rp. 218.264.632.937,00
Jumlah Pendapatan Transfer ................. Rp. 844.796.945.351,00
. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
1] Pendapatan Hibah ....c.ciidsiammsss: Rp.  64,947,003.515.00
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemda LainBya ....oinisionnis Rp. 34.020.496.422,00
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ......... Rp._154.553.399.600,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan DaeTah
yeng Ball oo Rp.  253.520.899.537.00

Rp. 1.185.787.162.520,21
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2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belamia Pglwlll ..........cooivmissmsossisssromiisicishises Rp. 471.411.111.798,00
2] Belamis Bumgm ... iimsmiisiiiiamne. R 1.509.784.796,00
3] Belanga BuBlelil ............oomamsommmnmmmmsmns: R 0,00
4) Belanja Bagi Hasil .......civuiminiivisnnasing Bp.  13.792.695.100,00
S) Belanja Bantuan Sosial ............c..coussrsene iyl Rp. 2.496.828.900,00
6) Belanja Bagi Hastl ..........c.ccccoovivieiiiisiessseinnns Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan .............c...ceenoe... Rp. 170.941.277.614,00
8) Belanijs Tidals TemSingg .., . ssisssmmisesonr i s Rp. 21.942.105.987,33
Jumlah Belanja Tidak Langsung ............ Rp. 682.093.804.195,33
b. Belanja Langsung :
1) Belanja Pegawai ........cocccovviiee covecvviisinisinnen. Rp. 20.165.828.850,00
2) Belanja Barang dan Jasa ..........ccceiiiiiiniiinnnn. Rp. 315.841.251.446,59
8] Belamja Madal ;... minaimininiiwiza: Bp. 244.816.430.358 00
Jumlah Belanja Langsung ............cccc..... Rp. 580.323.519.654,59
Jumlah Belanja.......ccumminimnnae: Rp. 1.262.417.323.849,92
Surplus | (Defisit] .cacaaninanen (Rp. 76.630.161.330)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ........ Rp. 120.984,279.939,21
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerall oo snsanaiaiisnmay: B 1.994.751.568,00
Jumlah Pembiayaan Netto ..................... Rp. 118.989.528.371,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
BerKenaan ....ucissscsssmmsssnssmssssssssssssssssssssissssssivssens RP. 42.359.367.041,50

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

terccantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian

O yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupad ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah.
Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 16 Juli 2021
O BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 20 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

YETTY SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 23

-

Dipindai dengan CamScanner



